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RINGKASAN 

 

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan bentuk kekayaan baru yang dikenal 

sebagai harta digital, meliputi aset kripto, akun media sosial, dompet digital, karya digital 

(seperti NFT), dan bentuk data elektronik lainnya yang memiliki nilai ekonomis maupun 

sentimental. Namun, sistem hukum waris di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), belum secara eksplisit mengatur keberadaan harta 

digital sebagai objek warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengakuan harta digital 

sebagai bagian dari objek warisan serta bentuk perlindungan hukum terhadapnya dalam 

perspektif hukum perdata Indonesia. 

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun harta digital belum disebutkan 

secara eksplisit dalam KUHPerdata, namun secara konseptual dapat dikategorikan sebagai 

benda tidak berwujud yang dapat menjadi objek warisan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata. 

Diperlukan reformasi hukum atau regulasi khusus untuk mengakomodasi perkembangan ini, 

termasuk dalam aspek pengalihan hak, akses ahli waris, dan perlindungan terhadap potensi 

penyalahgunaan aset digital. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya pengaturan yang 

lebih spesifik dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum terhadap harta digital dalam konteks pewarisan 

 

. 

Kata Kunci : Harta Digital, Warisan, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, aset digital telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kehidupan modern. Aset digital mencakup berbagai bentuk seperti akun media 

sosial, surat elektronik, berkas digital, mata uang kripto, dan sebagainya. Kehadiran aset-aset ini 

menimbulkan tantangan tersendiri dalam ranah hukum waris, khususnya terkait mekanisme akses 

dan pengelolaannya oleh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Oleh karena itu, 

keberadaan regulasi yang mengatur pewarisan aset digital menjadi sangat penting guna menjamin 

hak-hak ahli waris tetap terlindungi, serta mencegah hilangnya atau penyalahgunaan aset 

tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan kekayaan. Saat ini, banyak orang memiliki 

kekayaan dalam bentuk digital yang tersebar di berbagai platform, seperti aset kripto 

(cryptocurrency), akun media sosial yang bernilai ekonomis (YouTube, TikTok, Instagram), 

domain website, karya seni digital, hingga Non-Fungible Token (NFT). Seluruh bentuk kekayaan 

ini dikenal sebagai harta digital, yang meskipun tidak berwujud fisik, memiliki nilai ekonomi dan 

dapat dimiliki secara pribadi.1 

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, bentuk harta digital ini belum secara eksplisit diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang masih menjadi acuan utama dalam pengaturan warisan2 KUHPerdata masih 

berfokus pada harta berwujud, seperti tanah, bangunan, uang, kendaraan, dan benda bergerak 

lainnya, tanpa memberikan perhatian khusus pada perkembangan kekayaan non-fisik di era 

digital. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) dan ketidakpastian bagi ahli 

waris dalam memperoleh haknya atas harta digital yang ditinggalkan pewaris.3 

 

 

 

 

                                                   
1 Anis Mashdurohatun, Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102. 
2 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 128. 
3 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121. 
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Ketidaktetapan aturan tersebut juga membuka potensi konflik di antara ahli waris, serta menimbulkan 

risiko kehilangan aset yang sebenarnya dapat diwariskan. Sebagai contoh, akun YouTube yang 

menghasilkan pendapatan dari monetisasi iklan atau NFT yang memiliki nilai jual dapat berkontribusi 

terhadap kekayaan ahli waris apabila keberadaannya diakui dan dilindungi secara hukum. 

Dalam konteks pewarisan, aset digital menimbulkan persoalan baru. Selama ini, hukum waris di Indonesia 

masih berorientasi pada harta berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan uang. Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi salah satu acuan utama dalam hukum waris di 

Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai kekayaan non-fisik di era digital. Akibatnya, muncul 

kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pengaturan pewarisan aset digital. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian bagi ahli waris, apakah mereka berhak mewarisi aset digital milik pewaris, serta bagaimana 

mekanisme pengelolaan dan pemindahan kepemilikan atas aset tersebut setelah pewaris meninggal dunia.4 

Ketiadaan aturan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum. Pertama, dapat terjadi 

sengketa antar ahli waris mengenai siapa yang berhak mengakses dan mengelola aset digital yang 

ditinggalkan. Misalnya, sebuah akun YouTube yang menghasilkan pendapatan dari iklan dapat menjadi 

sumber penghasilan berkelanjutan bagi ahli waris, namun tanpa dasar hukum yang jelas, hak 

pengelolaannya rawan diperebutkan. Kedua, terdapat risiko hilangnya nilai ekonomi dari aset digital akibat 

tidak dapat diakses oleh ahli waris. Misalnya, dompet digital yang berisi mata uang kripto dapat 

sepenuhnya hilang nilainya apabila tidak ada mekanisme pengalihan akses setelah pemiliknya meninggal 

dunia. Ketiga, ketidakjelasan hukum juga dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan aset digital oleh 

pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga merugikan ahli waris. 5 

Di Indonesia, wacana mengenai aset digital sebagai objek waris memang mulai muncul, tetapi belum 

memiliki landasan hukum yang memadai. KUHPerdata sebagai rujukan utama hukum waris masih bersifat 

klasik dan berfokus pada harta berwujud. Peraturan perundang-undangan lain pun belum secara khusus 

menyentuh isu warisan digital. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU Nomor 1 tahun 

2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih menitikberatkan pada aspek transaksi 

elektronik, keamanan, dan sanksi, bukan pada mekanisme pewarisan. Begitu juga dengan regulasi 

keuangan seperti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lebih fokus 

pada aspek transaksi dan perlindungan konsumen, tanpa menyentuh persoalan pewarisan. Kondisi ini 

mempertegas adanya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam konteks pewarisan aset digital di 

Indonesia.6 

Urgensi pengaturan pewarisan aset digital juga semakin relevan jika dikaitkan dengan perkembangan 

masyarakat yang semakin bergantung pada dunia digital. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna 

internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan berbagai aktivitas ekonomi yang  

                                                   
4 Anis Mashdurohatun, Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102. 
5 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121. 
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 



 

 

 

terintegrasi secara digital. Semakin banyak masyarakat yang memiliki aset dalam bentuk digital, baik 

berupa mata uang kripto, konten media sosial yang bernilai ekonomi, domain website, maupun karya seni 

digital. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa aset digital merupakan bagian dari harta kekayaan 

modern yang seharusnya dilindungi hukum.7  

Selain itu, aspek perlindungan hak ahli waris juga harus menjadi pertimbangan utama. Dalam hukum waris, 

prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak ahli waris tidak 

terabaikan. Apabila aset digital tidak diakui sebagai bagian dari harta warisan, maka akan ada hak-hak ahli 

waris yang hilang begitu saja. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum waris yang pada dasarnya 

bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena 

itu, pengaturan mengenai pewarisan aset digital bukan hanya sekadar kebutuhan praktis, melainkan juga 

bagian dari penegakan prinsip keadilan dalam hukum perdata.8 

egulasi pewarisan aset digital juga berfungsi untuk mencegah konflik dan memberikan kepastian hukum 

bagi semua pihak yang terkait. Dengan adanya aturan yang jelas, ahli waris dapat memperoleh haknya 

secara sah, sementara pihak penyedia layanan digital (seperti platform media sosial atau bursa kripto) 

memiliki dasar hukum yang kuat untuk memproses permintaan akses dari ahli waris. Tanpa aturan yang 

jelas, penyedia layanan digital sering kali menolak permintaan ahli waris dengan alasan perlindungan 

privasi pengguna, meskipun pengguna tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini menimbulkan 

ketidakpastian yang merugikan ahli waris.9 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pewarisan aset digital merupakan isu penting yang 

memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan hukum perdata di Indonesia. Kekosongan hukum 

dalam pengaturan pewarisan aset digital berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, konflik antar ahli 

waris, serta ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengakuan 

harta digital sebagai objek waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum 

yang dapat diberikan, menjadi sangat relevan dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam memperkaya literatur hukum waris di Indonesia, sekaligus memberikan 

masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.10

                                                   
7 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Laporan Survei Internet 2023, Jakarta: APJII, 2023. 

 
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Waris di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 89. 

   
9 Bruce Schneier, Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, New York: W.W. 

Norton, 2015, hlm. 213. 
10 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 56. 
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Sejumlah negara seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura telah mulai membentuk kerangka 

hukum untuk mengatur warisan digital.4 Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara 

mendalam apakah harta digital dapat diakui sebagai objek warisan dalam sistem hukum perdata 

Indonesia, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap harta digital dalam 

rangka menjamin kepastian dan keadilan bagi ahli waris. 
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B. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan diajukan rumusan sebagai 

berikut: 

1.  Apakah harta digital dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan menurut hukum  perdata 

Indonesia? 

2.  Bagaimana pengakuan harta digital sebagai objek warisan dalam perspektif hukum 

perdata Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1.   Menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk mengakui harta digital sebagai bagian dari 

harta warisan. 

2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap harta digital dalam praktik pewarisan di 

Indonesia. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Waris 

 

Hukum waris dalam KUHPerdata (Burgelijk Wetboek/BW) merupakan bagian dari hukum 

perdata yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban seseorang karena 

kematiannya kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 830 KUHPerdata disebutkan bahwa: 

“Pewarisan hanya terjadi karena kematian dan hanya bagi orang-orang yang masih hidup 

pada saat pewarisan terbuka.11 

Warisan dalam konteks ini mencakup segala hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai 

dengan uang dan tidak bersifat pribadi, seperti hak milik atas barang, piutang, saham, dan 

lain sebagainya. Dalam konteks ini, objek warisan haruslah bersifat dapat dialihkan dan 

memiliki nilai ekonomis. 

 

Hukum waris dalam KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur mengenai harta digital, 

karena konteks historisnya yang lahir pada masa belum adanya teknologi digital seperti 

sekarang. 

 

2. Konsep Harta Digital dalam Era Digital 

Harta digital (digital assets) dapat diartikan sebagai segala bentuk kekayaan atau aset yang 

berada dalam sistem elektronik atau digital dan memiliki nilai ekonomis atau manfaat 

tertentu.12 

Contohnya termasuk: 

 

 

a. Aset kripto (cryptocurrency) seperti Bitcoin, Ethereum 

 

 

b. Akun digital: YouTube, Instagram, blog dengan monetisasi 
 

 

 

 

 

                                                   
11 5Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 830 
12 Yusriyadi, Aset Digital dan Tantangan Hukum Waris di Era Digital, Jurnal Hukum & Teknologi Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 12. 
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c. Dompet digital: OVO, GoPay, Dana 

 

 

d. File digital: desain, musik, foto, video bernilai komersial 

 

 

e,Nama domain atau platform digital dengan traffic tinggi 

 

 

Karakteristik harta digital adalah: 

 Tidak berwujud secara fisik (non-tangible) 

 Bernilai ekonomis 

 Terkait erat dengan sistem elektronik/platform tertentu 

 Dapat diwariskan bila dapat dialihkan akses atau haknya 

 

 

Di beberapa Aturan dinegara lain, seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, harta digital 

telah mulai diakomodasi dalam peraturan waris melalui legislasi modern seperti Revised 

Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA).13 

 

Analisis Harta Digital sebagai Objek Warisan 

Berdasarkan prinsip hukum perdata, harta yang dapat diwariskan harus memenuhi syarat: 

Dapat dinilai dengan uang (memiliki nilai ekonomis);Dapat ditransfer kepada pihak lain 

secara hukum. 

Dalam hal ini, beberapa bentuk harta digital seperti saldo e-wallet, aset kripto, atau 

penghasilan dari akun media sosial memenuhi unsur tersebut dan secara prinsip dapat 

dikategorikan sebagai objek warisan.14 

Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala karena: 

      Tidak semua aset digital tercatat resmi 

Masalah akses (password, otentikasi dua faktor) 

Kebijakan privasi platform digital yang tidak memungkinkan transfer akun 

 

B.Konsep Harta Kekayaan dalam Hukum Perdata 

Harta kekayaan dalam hukum perdata mencakup seluruh benda yang dapat dimiliki, baik berwujud 

maupun tidak berwujud. Menurut Wirjono Prodjodikoro, harta kekayaan adalah segala sesuatu yang 

bernilai uang dan dapat menjadi objek hukum.15 

Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai harta kekayaan masih berfokus pada objek yang bersifat 

fisik, seperti tanah, bangunan, kendaraan, uang, dan barang bergerak lainnya.⁵ 

 

                                                   
13 See: Uniform Law Commission, “Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (2015),” 

https://www.uniformlaws.org. 
14 8 Nurdin, Ahmad, Harta Warisan Digital dan Urgensi Pengaturan Hukumnya di Indonesia, Lex Jurnalica, Vol. 17 No. 2, 2021, 

hlm. 23 
15 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, 1993, hlm. 15. 

http://www.uniformlaws.org/
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. 

Namun, perkembangan zaman menimbulkan perubahan dalam konsep kekayaan. Saat ini, kekayaan tidak 

hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud seperti hak cipta, hak 

merek, dan hak paten16Perubahan paradigma ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman mengenai 

harta kekayaan dalam hukum modern, yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi.  

 

C,Pengertian dan Karakteristik Aset Digital 

 

Menurut Anis Mashdurohatun, aset digital merupakan bagian dari harta kekayaan yang meskipun tidak 

berwujud fisik, tetap memiliki nilai ekonomi yang nyata.17 Bahkan dalam praktiknya, aset digital dapat 

memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi pemiliknya, seperti akun YouTube yang dimonetisasi, aset 

kripto yang diperdagangkan, atau NFT yang bernilai jual tinggi. Dengan demikian, aset digital seharusnya 

dipandang sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat diwariskan. 

 

 

D.Harta Digital sebagai Objek Warisan 

 
 

Munculnya aset digital menimbulkan pertanyaan apakah aset tersebut dapat menjadi objek warisan. 

Dalam perspektif hukum waris Indonesia, KUHPerdata belum memberikan pengaturan secara 

eksplisit mengenai pewarisan aset digital.18  Fokus pengaturannya masih terbatas pada harta 

berwujud, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait harta tidak berwujud berbasis digital. 

padahal, secara prinsip, setiap harta yang bernilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan 

seharusnya termasuk dalam kategori harta warisan.19 Oleh karena itu, perluasan konsep harta warisan 

yang meliputi aset digital menjadi penting untuk menjamin hak-hak ahli waris. Apabila tidak ada pengaturan 

yang jelas, risiko yang muncul adalah hilangnya aset digital yang bernilai ekonomis atau bahkan 

penyalahgunaannya oleh pihak yang tidak berhak.20 

 

 

E. Regulasi Pewarisan Aset Digital di Beberapa Negara 

 

Beberapa negara maju telah memberikan perhatian serius terhadap pewarisan aset digital. Di Jerman, 

Mahkamah Federal pada tahun 2018 memutuskan bahwa akun Facebook seorang anak yang meninggal dapat  

 

                                                   
16 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121. 
17 Anis Mashdurohatun, “Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102. 
18 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 129. 
19  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 77. 
20 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 95. 
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diwariskan kepada orang tuanya, sehingga aset digital dipandang sebagai bagian dari harta warisan.21 Di 

Amerika Serikat, telah diberlakukan Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) yang 

memberikan kewenangan kepada ahli waris untuk mengakses aset digital pewaris.22 

Sementara itu, di Singapura, pemerintah melalui Infocomm Media Development Authority (IMDA) mengatur 

penggunaan dan perlindungan data digital, termasuk dalam konteks pewarisan.23 

erbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan aset digital sebagai objek warisan telah menjadi 

praktik umum di berbagai negara. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi Indonesia untuk membentuk regulasi 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.24 

 

 

 

F. Tantangan dan Kondisi Regulasi di Indonesia 

 

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai pewarisan aset 

digital. KUHPerdata masih menjadi rujukan utama, namun fokusnya terbatas pada harta berwujud.25 

Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi merugikan ahli waris. 

Ketidakpastian hukum ini dapat menyebabkan hilangnya hak ahli waris terhadap aset digital yang bernilai 

ekonomis. 

 

Sebagai negara dengan perkembangan pengguna internet yang sangat pesat, Indonesia perlu merumuskan 

regulasi yang jelas mengenai pewarisan aset digital.26 

Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya 

konflik di antara ahli waris, serta mencegah penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak berhak.27 Dengan 

demikian, pembentukan regulasi pewarisan aset digital merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem 

hukum Indonesia. 

 

 

 

 

 

                                                   
21 Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17 

 
22   Uniform Law Commission, Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), 2015. 

 
23   Infocomm Media Development Authority (IMDA), Digital Economy Framework for Action, Singapore, 2019. 

 
24 Henry H. Perritt Jr., Digital Property: Perspectives on Copyright and Other Intellectual Property in the Information Age, 

American University Law Review, Vol. 50, 2000. 
25 KUHPerdata, Pasal 830–1130. 
26  Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, Jakarta: BPS, 2023. 

 
27 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 124. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar utama 

dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk 

menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan terhadap 

persoalan hukum yang diangkat, dalam hal ini terkait harta digital sebagai objek warisan dalam 

perspektif hukum perdata Indonesia. 

 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang 

berasal dari berbagai sumber. Sumber terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan 

dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan 

data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila perlu bahan hukum tersier. Data 

sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang- 

undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang- undang yang 

menjadi tolak ukur terapan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang 

meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum 

tertulis lainnya. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan pemerintah (RPP), 

hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. Bahan 

hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, misalnya kamus- kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, 

dan sebagainya. 

Pengumpulan data akan dilakukan melalui  interview dengan para pemangku kepentingan. 

Sedangkan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi 

dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. 
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Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi aspek wewenang, kelembagaan, dan 

prosedur yang diletakan dalam konteks pemahaman terhadap perlindungan sebagai sebuah asset 

daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu 

diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya 

dianalisis sehingga akhirnya mendapatkan jawaban dari tiap-tiap pokok permasalahan. 

 

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah 

konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum,Dari perspektif ilmu hukum 

dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi 

(struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, 

interpretasi, dan penilaian hukum yang berlak Sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis 

mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan atau verifikasi. 



20 

 

 

3.3 Bagan Alir Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan digambarkan dalam bagan alir berikut ini: 

 

MULAI SELESAI 

Kesimpulan 
dan saran 

Pengumpulan 
Data 

Identifikasi 

Masalah: 

Apakah harta 
digital dapat 

dikualifikasikan 

sebagai objek 
waris menurut 

hukum perdata 

indonesia. 

Bagaimana 
perlindungan 

harta digital 

sebagai objek 
warisan 

Pengolahan dan 

analisis data 

Pendekatan Masalah: 
Pendekatan socio-legal 
approach dan 
pendekatan 
perundang- undang 
(statute approach) 

Penelitian 
Pendahuluan: 
Mengumpulkan 
bahan hukum 



21  

 
 



22 

 

BAB IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

A. Anggaran Biaya 

Anggaran yang diperlukan dalam penelitian ini, secara ringkas disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 1. Ringkasan Anggaran 
 

 
Tabel Rencana Anggaran Biaya yang diajukan : 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp) 

A Pengadaan alat dan bahan 1. Alat-alat Penelitian a.  Rp. 4.500.000,. 

(30%) 2. Bahan-bahan Penelitian b.  Rp. 3.000.000,. 

Total Rp. 5.000.000,. 

B Travel Expenditure (30%) a. Rental Mobil a.  Rp. 2.500.000,. 

b. Bensin b.  Rp. 2.750.000,. 

c. Makan Minum Peneliti c.  Rp. 2.250.000,. 

Total Rp. 3.0000.000,. 

C ATK / BHP (20%) a. Kertas HVS 10 RIM @50.000 a.  Rp. 1.500.000,. 

b. Cardtridge Warna 4  

@275.000 b.  Rp. 2.100.000,. 

c. Cardtridge Hitam 7  

@200.000 c.  Rp. 1.400.000,. 

Total Rp. 3000.000,. 

D Laporan/Diseminasi/Publi a. Laporan seminar a.  Rp. 3.000.000,. 

kasi (20%) b. Publikasi b.  Rp. 2.000.000,. 

Total Rp. 4.000.000,. 

Jumlah A + B + C + D Rp. 15.000.000,. 
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Harta Digital Dapat Dikualifikasikan sebagai Objek Warisan Menurut Hukum 

Perdata Indonesia? 

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya yang bersumber 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pada dasarnya 

mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya. 

Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena 

kematian.28 Dengan demikian, warisan adalah segala hak dan kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang yang ditinggalkan pewaris dan beralih kepada ahli waris.29 

Secara tradisional, KUHPerdata hanya menekankan pada harta berwujud (tangible 

assets), seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun benda bergerak lainnya.30 

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk harta baru 

yang tidak berwujud fisik, yakni harta digital. Harta digital mencakup akun media 

sosial yang bernilai ekonomis, aset kripto, domain website, Non-Fungible Token 

(NFT), serta karya digital yang dapat diperdagangkan.31 Jika mengacu pada doktrin 

hukum perdata, kualifikasi suatu benda sebagai objek warisan ditentukan oleh 

sifatnya yang dapat dimiliki, dialihkan, dan bernilai ekonomi.32 Harta digital 

memenuhi ketiga unsur tersebut: (a) dapat dimiliki secara pribadi melalui akun atau 

password, (b) dapat dialihkan melalui mekanisme teknis atau kontraktual, serta (c) 

memiliki nilai ekonomis, baik secara langsung (cryptocurrency, NFT) maupun tidak 

langsung (akun YouTube dengan monetisasi). 

Dengan demikian, meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur 

mengenai harta digital, secara doktrinal aset digital dapat dikualifikasikan sebagai 

benda tidak berwujud (intangible property) yang termasuk dalam ruang lingkup 

harta peninggalan pewaris.33 Oleh karena itu, harta digital seharusnya dapat 

                                                   
28  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 128. 
29  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 233. 
 
30 Ibid. 
31 Anis Mashdurohatun, “Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102. 
32 sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata: Asas dan Pengertian Dasar, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 75. 
33  Yahya Harahap, Hukum Perdata tentang Benda, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 94. 
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dianggap sebagai objek warisan menurut hukum perdata Indonesia, meskipun masih 

terdapat kekosongan hukum yang menuntut pengaturan lebih lanjut. 

 

Harta Digital dalam Perspektif Hukum Perdata 

Hukum perdata Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), pada dasarnya hanya mengenal dua bentuk harta 

kekayaan yang dapat diwariskan, yaitu harta berwujud (tangible assets) dan harta 

tidak berwujud (intangible assets).34 Namun, perkembangan teknologi informasi 

telah melahirkan bentuk baru dari kekayaan, yaitu harta digital, yang belum secara 

eksplisit diatur dalam KUHPerdata. 

Secara konseptual, harta digital dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang 

berbentuk digital, tersimpan dalam jaringan elektronik, dan memiliki nilai ekonomi 

atau manfaat tertentu bagi pemiliknya.35 Contohnya meliputi aset kripto 

(cryptocurrency), Non-Fungible Token (NFT), akun media sosial dengan 

monetisasi, domain website, serta berbagai karya digital.36 

    Menurut doktrin hukum benda, suatu objek dapat dikualifikasikan sebagai harta 

kekayaan apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: (a) dapat dimiliki oleh seseorang, (b) 

dapat dialihkan kepada pihak lain, dan (c) mempunyai nilai ekonomi.37 Harta digital 

pada hakikatnya memenuhi ketiga unsur tersebut. Sebagai contoh, kepemilikan aset 

kripto diatur melalui private key yang hanya dapat diakses oleh pemilik; aset 

tersebut juga dapat dialihkan dengan mekanisme transaksi digital; serta memiliki 

nilai ekonomi karena dapat ditukar dengan uang fiat.38 

 

Dengan demikian, meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara eksplisit, harta 

digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (intangible property) yang 

termasuk dalam ruang lingkup harta warisan.39 

                                                   
34 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 128. 
35 Anis Mashdurohatun, “Harta Kekayaan Digital Sebagai Objek Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 102 
36 Ibid. 
37  Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata: Asas dan Pengertian Dasar, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 75. 

 
38 Yahya Harahap, Hukum Perdata tentang Benda, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 94. 
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 233. 
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B. Pengakuan Harta Digital sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum 

Perdata Indonesia? 

 

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pengakuan terhadap harta digital 

sebagai objek warisan menghadapi beberapa kendala normatif. KUHPerdata 

memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai harta digital, karena lahir pada 

masa ketika teknologi informasi belum berkembang.40 Namun, prinsip umum 

hukum perdata mengenai warisan membuka peluang untuk mengakui harta digital 

sebagai bagian dari harta peninggalan. 

 

    Kedua, praktik di beberapa negara dapat menjadi rujukan untuk memperkuat 

pengakuan harta digital. Misalnya, di Jerman, Mahkamah Federal pada tahun 2018 

memutuskan bahwa akun media sosial dapat diwariskan sebagaimana surat-

menyurat pribadi.41Di Amerika Serikat, Revised Uniform Fiduciary Access to 

Digital Assets Act (RUFADAA) memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk 

mengakses aset digital.42 Hal ini menunjukkan tren global yang mengarah pada 

pengakuan harta digital sebagai objek warisan. 

 

    Ketiga, dari sisi doktrin, sejumlah ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa hukum 

harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Maria Farida menegaskan bahwa 

norma hukum harus dinamis mengikuti perubahan sosial, termasuk perkembangan 

teknologi.43 Oleh sebab itu, pembaruan hukum waris di Indonesia perlu dilakukan 

agar harta digital dapat diakui secara jelas sebagai objek warisan. 

 

     Dengan demikian, dalam perspektif hukum perdata Indonesia, harta digital dapat 

diakui sebagai objek warisan berdasarkan penafsiran luas terhadap konsep benda 

                                                   
40   R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 130. 
 
41   Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17.   
42  Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), 2015. 

 
43 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 121. 
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dalam KUHPerdata. Namun, agar kepastian hukum terjamin, diperlukan pembaruan 

peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mekanisme 

pewarisan harta digital, termasuk tata cara akses, pengelolaan, dan perlindungan hak 

ahli waris. 

 

    Pewarisan Harta Menurut KUHPerdata dan Relevansinya dengan Harta Digital 

 

     Pewarisan menurut KUHPerdata berlangsung karena kematian seseorang, di mana 

seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang beralih kepada 

ahli warisnya.44 Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya 

berlangsung karena kematian, sementara Pasal 833 KUHPerdata menyebutkan 

bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan 

pewaris.45 

 

     Dalam konteks ini, permasalahan muncul ketika objek warisan berbentuk digital. 

Secara normatif, KUHPerdata tidak menyebutkan istilah “harta digital”, namun asas 

umum hukum waris memperbolehkan pewarisan segala jenis kekayaan yang 

bernilai ekonomis.46Oleh karena itu, aset digital dapat dimasukkan sebagai objek 

warisan sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan. 

 

    Namun, hambatan praktis tetap ada. Salah satunya adalah aksesibilitas, karena 

sebagian besar harta digital hanya dapat diakses melalui password atau private key 

yang diketahui oleh pewaris.47 Jika ahli waris tidak memperoleh akses tersebut, 

maka secara hukum hak waris mungkin ada, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam 

praktik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan instrumen hukum tambahan 

yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan harta digital.

                                                   
44   KUHPerdata, Pasal 830. 

 
45  KUHPerdata, Pasal 833. 

 
46  R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 130. 
47 Herlambang P. Wiratraman, “Problematika Akses Harta Digital dalam Perspektif Hukum Waris,” Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10, 

No. 1, 2021, hlm. 55. 
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BAB VI. KESIMPULAN 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai harta digital sebagai objek warisan dalam 

perspektif hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harta digital pada dasarnya dapat 

dikualifikasikan sebagai objek warisan sepanjang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepada 

pihak lain. Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), warisan 

mencakup segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan tidak hapus karena kematian. 

Oleh karena itu, meskipun harta digital tidak berwujud secara fisik, namun jika berupa aset yang 

memiliki nilai ekonomi, seperti akun YouTube yang menghasilkan pendapatan dari monetisasi iklan, 

dompet aset kripto, domain website, karya seni digital, maupun Non-Fungible Token (NFT), maka aset 

tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada 

ahli warisnya. Namun demikian, dalam praktiknya pengakuan terhadap harta digital sebagai objek 

warisan di Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum. KUHPerdata hanya memberikan 

pengaturan terhadap harta berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan uang, tanpa menyebutkan 

secara eksplisit bentuk kekayaan digital. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris 

dalam mengakses dan mengelola harta digital pewaris, meskipun doktrin hukum waris yang bersifat 

terbuka memungkinkan adanya perluasan makna “harta kekayaan” untuk mencakup aset digital. 

Kekosongan hukum tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga berpotensi 

memunculkan konflik di antara ahli waris serta risiko hilangnya aset digital yang bernilai ekonomis, 

sebab tidak adanya mekanisme yang jelas dalam hukum positif untuk menjamin keberlangsungan hak 

ahli waris. Berbeda dengan beberapa negara lain seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura yang 

telah menyusun kerangka hukum khusus mengenai warisan digital, Indonesia masih tertinggal dalam 

merumuskan regulasi serupa, sehingga urgensi pengaturan mengenai pewarisan harta digital menjadi 

semakin mendesak. 

 

B.Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pembentuk undang-

undang perlu memperbarui regulasi hukum waris di Indonesia. KUHPerdata yang saat ini masih digunakan 

sebagai dasar hukum waris sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi, sehingga perlu adanya revisi atau aturan tambahan yang secara eksplisit mengatur tentang 

pewarisan aset digital. Kedua, pemerintah bersama lembaga terkait perlu melakukan harmonisasi hukum dengan 
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berbagai peraturan lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan sektor keuangan mengenai aset kripto, agar tercapai 

keselarasan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan. Ketiga, peningkatan literasi hukum masyarakat 

mengenai eksistensi harta digital juga sangat penting. Pemilik aset digital harus memahami bahwa aset tersebut 

dapat diwariskan, sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi sejak awal, misalnya dengan mencantumkan 

daftar aset digital dalam wasiat atau memberikan akses yang sah kepada ahli waris. Keempat, studi 

perbandingan hukum dengan negara lain perlu dilakukan sebagai acuan pembentukan regulasi nasional. Praktik 

di negara seperti Jerman yang mengakui akun media sosial sebagai objek warisan atau Amerika Serikat dengan 

Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA) dapat dijadikan model dalam 

merumuskan kebijakan hukum warisan digital di Indonesia. Kelima, peran notaris dan praktisi hukum perlu 

diperkuat dalam rangka pencatatan maupun pengesahan wasiat digital atau daftar harta digital milik pewaris. 

Dengan adanya kewenangan notaris dalam mencatat aset digital, maka keberadaannya dapat diakui secara sah 

sehingga mempermudah ahli waris dalam proses pewarisan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan 

keberadaan harta digital sebagai objek warisan dapat diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga kepastian 

dan keadilan bagi ahli waris dapat terjamin.
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